
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROPINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 32 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur 

orgarusasi Perangkat Daerah di lmgkungan Pemenntah 

Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditmdaklanjuti dengan 

Pembentukan Susunan Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata KeIJa Dmas Panwisata Dan Kebudayaan Kabupaten 

Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Mengmgat 

T T _  1  -- - 1- - - n - 1 - L -  -  ..L  -  -  L  -  -  -  ("'\  -  -  -  -  r""'\  -  -  -  -  -  -  -  '1"'-  -  -  -  J  -  -  
rlc:Ulllc:UlClc:l 0Clc:llc:Ul LClllc:lll� 0Ul::>Ullc:lll Vl�c:Ulll::>c:ll::>1, l U�c:ll::> Uc:l.11 

Fungsi serta Tata KeIJa Dmas Panwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I 

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I  

Nomor 3895) ,  sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I  Tahun 
r\ r'\ r'\ r'\  l\T - -- - ryr, 'T'- - - 1-  -  1- - _ T _ - - 1 -  -  - -  _  1\T -- T"\ T l\T _ -- _ _  
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3961 )  

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera 

Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera 

Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provmsi Maluku Utara 

(Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara R I  Nomor 4264) , 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5587) 

sebagaimana telah keoua kah cnuban oengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2015 

Nomor 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 

2016 Nomor 114)  sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 
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Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Parrwisata Nomor 2 1  Tahun 2016 Tentang 

Hasil Pemetaan Urusan Pemenntah dan Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Panwisata (Benta 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997) 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmaehera 

Selatan Nomor 8) sebagaimana telah drubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 
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tertanggal 25 Mei 2022 Penhal Persetujuan Penyesuaian 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dihngkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Halmahera 

Selatan dan Kota temate Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
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KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

HALMAHERA SELATAN 
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Pasal 1 

Dalarn Peraturan Kepala Daerah mi yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Le111baga Ferwakilan Rakyat Dae1 ah sebagai u11St.ff pe11yele11gga.:ra. 

pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalarn 

penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat Daerah, 

Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah dan 

Kecarnatan 

8 Dmas adalah Dmas Panwisata dan Kebudayaan, 

9 Tugas Pokok adalah Tugas utarna para pemangku jabatan tertentu pada 
""°' _ _ T""\ _ __ _ _ ..L _ _1 _ _ TT _ 1_ _1 _ _ _ _ _ _ 

LJllldl::> rdllWll::>dld Udll n.tUUUdJddll, 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 
Pariwisata dan Kebudayaan, 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang rnenunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalarn 

rangka mermmpm Satuan Orgamsasr Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 

,of t')  y _ ,  _ _  ...__ - T"'\_ ,_ ,  ..] _ , _ ,  ,  __ , _  -- _ _  ,  _ _  ,  _ _  .....  _  -  --- - �  t_  .r  - - -  ...:1  .J.._  - - -  

Iv c.JdUdldll rtldKl::>dlld dUdldll l::>tll..tlUUlpUK JdUdl.dll Jdllg Utlll::>l 1u11gl::>1 Udll LUgdl::> 

pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi pemenntahan 
dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Tekrus Dmas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan tekms 
operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat 

BAB II 
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Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Panwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretans Daerah 
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Bagian Kedua 

Susunan Orgamsasi 

Pasal 3 

( 1 )  Susunan Orgamsasi Dmas Panwisata dan Kebudayaan terdm atas 

a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

2 Kelompok Jabatan Fungsional 
c Bidang Destmasi dan Industn Panwisata, dan Kelompok Jabatan 

.,... _ r  1  
L'  Ullll:>lUlld..l, 

d Bidang Promosi dan Pemasaran Panwisata, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, 
e Bidang Pengembangan Ekonorm Kreatif, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional, 
f Bidang Kebudayaan, dan Kelompok Jabatann Fungsional, dan 

g Unit Pelaksana Tekms (UPT) 
(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Panwisata dan Kebudayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Togas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a, dipimpm oleh 

seorang Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemenntahan di Bidang Panwisata dan Kebudayaan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada daerah 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Panwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan kebijakan daerah dr Bidang Panwisata dan Kebudayaan, 

2 Pengkoordmasian kebijakan penyelenggaraan urusan Pemenntahan Bidang 

Panwisata dan Kebudayaan, 
3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan urusan Pemenntahan di 

Kebudayaan, 
A "r'\_ -- 1_ - - - - -. J -- - - .L -. - ..J - - - - .- -- .L T"'\ _ -- -. -- L _ 1- - -- � _ _  -- 1- ...] Y-, ..:1 _ 
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Parrwisata dan Kebudayaan, 

5 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsmya 

pelaksanaan kebijakan 

Bidang Panwisata dan 
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Paragraf 2 

SEKRETARIA.T 

Pasal 6 
Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf b, 

dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu 

Kepala Dmas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan 

kebijakan, pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi 
keuangan, hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan 
1 __ L  _  L  _  1 _ 1 _ - - - - - - - - - - 1- - - - - 1 - - L - ..&... - - - - 1- - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -- --- - 1- L - - - - - - - 
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kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan 
adrmmstrasi di lmgkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan berdasarkan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan 

anggaran di lmgkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan, 
2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

, __ ---�---  ,_ ,_ -- , __  ,_ - � -  -  - -----  -  _ ,  __ ...._  ,  __ ...__ _ ..._  , _ _ _ _ _  ,  -  - -  -  
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kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrasr di hngkungan Dmas 
Panwisata dan Kebudayaan, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 

hngkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Parrwisata dan 
Kebudayaan, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mfcrmasr dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas, 

9 Pelaksanaan morutormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fu11gs1 lam yang d1beflka.i1 oleh Kepala D111as sesua.i dengan 
tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 

( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 
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Pasal 9 

Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkait adrmrustrasi umum 

dan kepegawaian, 

3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 

4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kei umahtanggaan d111as, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 

perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasr, ketatalaksanaan, 

dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan adrrumstrasi perkantoran, 

12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian umum 
_l - - 1 - - - - - - -- - - -- _l - - 
Uc:Ul .l\.Cl,)C�cl.Wc:Uc:Ul, Uc:Ul 

14 Pelaksanaan fungsi lamnya yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Paragraf 3 

BIDANG DESTINASI PARIWISATA 

Pasal 10 

Bidang Destmasi Parrwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) 

huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 

Kepala Dmas dan mempunyai tugas Membantu kepala dmas dalarn 

merumuskan kebijakan tekrus program penmgkatan daya tank destmasi 
panwisata 

T\_ - - 1 1 1 
r cll:>cll .t .t 

Dalarn menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang 
Destmasi Panwisata menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Destmasi Panwisata, 

2 Pelaksanaan pengelolaan daya tank destmasi wisata, 

3 Pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha panwisata, 

4 Pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis dan destmasi parrwisata, 

5 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan pemngkatan daya tank 
destmasi panwisata, 

6 

7 

8 

panwisata, 

Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah bidang destmasi 
parrwisata, 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang destinasi 

panwisata, 
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9  Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 4 
BIDANG PROMOS! DAN PEMASARAN PARIWISATA 

Pasal 12 
Bidang Promosi Dan Pemasaran Parrwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 
3 ayat (1 )  huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu kepala dmas 
dalam 111e1 u111uska.i-1 kebijakan teki11s p1og1a111 p10111os1 dan pe111asa.i-a11 

panwisata di dalam dan luar negen, daya tank dan kawasan strategis 
parrwisata 

Pasal 13 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  Bidang 
Promosi Dan Pemasaran Panwisata menyelenggarakan fungsi 

1 Pelaksanaan penyusunan rencana program promosi dan pemasaran 
panwisata dalam dan luar negen, daya tank, destmasi wisata dan kawasan 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Penguatan promosi melalui media cetak, elektrornk dan media lamnya baik 
dalam maupun luar negen, 
Pelaksanaan fasihtasi kegiatan pemasaran parrwisata bark dalam dan luar 
negen bagi mdustn parrwisata kabupaten, 
Penvediaan data dan nenvebaran mformasi narrwisata kabunaten bark 

., .a. ., ..L ..L 

dalam maupun luar negen, 

Penmgkatan kerjasama dan kerrutraan panwisata dalam dan luar negen, 

Pelaksanaan morutormg, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan 
pemasaran kepanwisataan, 
� ,  ,  ,  T""-.  , �  , , ,  

r-ernumaan aunnrue-u dl':,l Uc:lll apai dlUI r emer llllclll Udtl d.Il muaug pl UlllUl':,l 

dan pemasaran parrwtsata, 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan bidang promosi dan 
pemasaran panwisata, 

9 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 

Pasal 14 
Bidang Pengembangan Ekonorru Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1 )  huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu kepala dmas dalam 
merumuskan kebnakan tekrns program pengembangan ekonorm kreatif serta 
pengembangan sumber daya manusia panwisata dan ekonorm kreatif 

Pasal 15 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ,  bidang 

pengembangan ekonorm kreatif menyelenggarakan fungsi 
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1 Pelaksanaan penyusunan rencana program pengembangan ekonorm kreatif 
serta pengemoangan sumoer daya manusia parrwisata dan ekonorm xreanf, 

2 Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan 
pedoman pelaksanaan program pengembangan ekonorm kreatif serta 
pengembangan sumber daya manusia panwisata dan ekonorm kreatif, 

3 Pelaksanaan koordmasi dan kerjasama dalam pengembangan ekonorrn 
kreatif serta pengembangan sumber daya manusia panwisata dan ekonorm 

kreatif, 
4 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan program pengembangan 

ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia parrwisata dan 
_, __ - - -- , ..._ .r- 

CKUllUllll Kl Cd.Ul, 

5 Pembmaan adrmrustrasi dan aparatur Pemenntah Daerah bidang 

pengembangan ekonorm kreatif 

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang 

pengembangan ekonorm kreatrf, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lam yang dibertkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf6 

Pasal 16 

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf f, 

dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas dalam penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekrus di bidang kebudayaan 

Pasal 17 
T""\ _ 1  - - - - - -  _ , _  .... .  - - -  _ ,  _ _  ....  .1....  ..._  -1  ,  _ _  -1  ....  _ _  , _  n  ,  1 r  T""'\  -1 --  _ _  

LJc:Uc:Ull 111c11yc1c11�ct.lc:U\.c:Ul LU�d.l::> l::>CUd.�c:Ulllc:Uld. Ullllc:U\.l::>UU pct.uct. rct.l::>c:U 1.u, DlUc:Ul� 

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Penyusunan bahan perumusan dan koordmasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, 

pembmaan sejarah, pelestanan tradisi, pembmaan komurntas dan lembaga 

adat, dan pembmaan keseruan, 

Penyusunan bahan pembmaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembmaan sejarah, pelestanan tradisi, 

pembmaan komunitas dan lembaga adat, dan pembmaan keseman, 
T"\ _ _ _ _ - _ , _ _  1_ _ _ 1 _ 1 _ _ _ , _ _  ,_ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- _ _ ,  _ _  .....___  _ _  1  _ ,  _  _  _ _  

rcuyu:::>Ulld.11 Ud.llc:Ul pcugc1u1ctc:Ul KCUUUctJclc:Ul yc:U1g lllcll::>Jc:Uc:U\.cll pClclKUllJcl 

dalam daerah kabupaten, 

Penyusunan bahan pelestanan tradisi yang masyarakat penganutnya 
dalam daerah kabupaten, 

Penyusunan bahan pembmaan komurutas dan lembaga adat yang 

masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten, 

Penyusunan bahan pernbmaan kesernan yang masyarakat pelakunya 
dalam daerah kabupaten, 

Penyusunan bahan pembmaan sejarah lokal kabupaten, 
T"t - 1 1 1 1 1 1 1  1  1  

rcuy Ul::>Ullc:Ul Ud..lld..11 l)CllCLcll)c:Ul l-ctgct.1 uuuaya Ud.11 µeuge1Uldd.ll l-ctgc:U UUUdJd. 

penngkat kabupaten, 
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9 Penyusunan bahan penerbrtan izm membawa cagar budaya ke luar 

kanupaten, 
10 Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten, 

11 Penyusunan bahan fasihtasi di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten, pembmaan sejarah, pelestanan tradisi, 

pembmaan komunitas dan lembaga adat, dan pembmaan keseruan, 

12 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembmaan sejarah, pelestanan 

tradisi, pernbmaan komumtas dan lembaga adat, dan pembmaan kesernan, 

13 Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten, pe111b111aai1 sejai ah, pelesta11ai1 tiad1s1, pe111b111aa11 komurutas 

dan lembaga adat, dan pembmaan kesernan 

14 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah bidang 

kebudayaan, 

15 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang 

kebudayaan,dan 

16 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

'PII A .,...  TTT 

.Dl'1D ......... 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 18 

(1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekms 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpm oleh kepala UPT yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 
n_ - L - - � - _ L  L -  -- _ _  -1 

rCldLUldll DU.l,)dU Lt;l�CllUlll 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselomsasi 

Pasal 19 

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 
Ilb, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon IIIb, 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 
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Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemoerhenuan 

Pasal 20 
Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
TT - 1 _ -- ... - 1 _ T - 1- .- L -  -  T""'  -  -  -  -  -  -  -  1  
n.ClUlll}JUK vctUctlc:Ul I' u11b;:,1u11c:U 

Pasal 2 1  
( 1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
administrator atau pejabat pengawas yang memthki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan ketentuan 
pefatuf au perundang-undaogan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagairnana dimaksud dalam 
ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 

keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok 
Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/ atau dalam tim 
1 _ - - - - L 1 - - - - - ..l 1 - ... ... - - - - - - - - - -- L - - --1 - .- 1 - - - -- - - -• - - - - - - 
l\.Cljcl UlllUK lllCllUUl\.Ullb !)Clll.,cl}Jcllc:Ul lUJUclll Uc:Ul KlllClJcl Ulbc:Ull;:,ct;:,1 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Dmas 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 
1-. II - - - - L -  "' - -  U  .nllbbUlcl 11111 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiarnana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan berbagai latar 

belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasr tersebut atau diluar 

unit orgarusasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan orgamsasi, 

(10 )  Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
_ _ _  , _ ,  ,  __ - - - - 1 - -  -  -  - - -  ,  -' - - - - -  _ , _ ...  - -  - - - 1 - 1 - -  -  1 - - -  - L -  -  

lUClcll\.;:,ctllcll\.c:Ul lllCl\.cUU;:,111c l\.UUl Ulllct;:,l Uc:Ul !)CllbClUlclc:Ul l\.Cb1cllc:U1 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan rulai Angka Kredit 25°/o 
dan Angka Kredit Kumuianf 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12) Tugas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 22 
(1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan 
struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a U111t Keija yang 111as1h memihki .Jabatan Adnumstrator, Jabatai1 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Admmistrator atau Eselon III 
b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Adrmrustrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dan 

pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

II"\ \ T - 1 - - L -  -  T'\ - 1 - 1  - --  -1  L - L -  ...  1  __ - - 1 - 1 -  T'\  ,  _ _  ..,_  T'\  1_ - --  T T - - - - - - -  -  -  -  I  T"'l  - -. - .L  

\vJ vcl.Ucl.lc:t.11 rclc:U\...:>cl.llcl. UlLClcl.lJKc:t.11 UlCll rCJcl.Ucl.l rcu1uu1c1. n.cvq�ct.Wc:Uc:t.11/ DU!Jcl.U 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan Dmas 

Panwisata dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati tersendm 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 23 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Dmas Panwisata 

dan Kebudayaan wajib menerapkan prmsip koordmasi, mtegrasi, dan 

smkrornsasi baik di hngkungan masmg-masmg maupun antar satuan 

orgamsasi di hngkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan serta dengan 
mstansi lam di luar lmgkungan Dmas Panwisata dan Kebudayaan sesuai 

dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 24 

( 1) Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab mermmpin dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, 

dan 
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
- -1 - -- - - - 

UllUc:Ul�c:t.11 
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Pasal 25 
Seuap Pimpman Saruan Orgarnsasi di lmgkungan i.nnas Panwisata dan 
Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat pada 
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 26 

Setiap laporan yang ditenma oleh pejabat adrmrustrator dan pejabat pengawas 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih 
lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki jabatannya 

tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru 

sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

Tll A Tll "I' 7TTT 

U � Y .1. .1. .1.  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgamsasi 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat Daerah, 

serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, 
'1'.. - - -  T'\ _ 1  _ _  1  _  _-1 _  -  r,:  -  - -  -  r"'\  -  - - -  T'\_ - - - 1 - - ..t...  T'\  1_ TT-1_ - - -'--- -  _  
1  Ul5c:l� rUK.UK. Ud.11 uU�UHd.11 Vll5d.Hl�c:l�l rClc:llll5K.d.L LJd.Cld.11 I\..c:1.UUJJd.LCH 

Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 
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Pasal 29 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 

Pada tanggal , ::. i:<el':1.ia.ri 2023 

Diundangkan di Labuha 

pada tanggal · ,,  7eb�ua r-i 2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

NOMOR 32 

Salman Sesuai dengan ashnya 
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TTD 

RUSDI HASAN,SH.MH 
Nip 19830702 200812 1  002 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 32 TAHUN 2023 

T ANGGAL 1 6 -:;, e 'J rua r-i 2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

I 
DINAS 

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

l 
KELOMPOK 

JABATAN SEKRETARIAT 

FUNGSIONAL 

I 

SUB 

BAGIAN KELOMPOK 

UMUM JABATAN 

DAN FUNGSIONAL 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
Bl DANG 

BIDANG PROM OSI 

DESTINASI DAN DAN 
PENGEMBANGAN Bl DANG 

INDUSTRI PARIWISATA PEMASARAN 
EKONOMI KEBUDAYAAN 

PARIWISATA 
KREATIF 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT} 


